
WALIKOTA MADIUN 

SALINAN 

PERATURAN WALIKOTA MADIUN 
NOMOR86 TAHUN 2021 

TENTANG 
PEDOMAN PENYUSUTAN ARSIP 

WALIKOTA MADIUN, 

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Daerah Kota 

Madiun Nomor 3 Tahun 2019 ten tang Penyelenggaraan Kearsipan, 

perlu menetapkan Peraturan W alikota Madiun ten tang 

Pedoman Penyusutan Arsip. 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2019; 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015; 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan; 

6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 37 Tahun 2016 

tentang Pedoman Penyusutan Arsip; 

7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 

tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Kearsipan; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PEDOMAN 

PENYUSUTAN ARSIP. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasall 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 

1. Walikota adalah Walikota Madiun. 

2. Daerah adalah Kota. Madiun. 

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun. 

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah 

Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota. Madiun. 

5. Unit Kerja adalah unit kerja pada Perangkat Daerah di 

Lingkungan Pemerintah Kota Madiun. 

6. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip. 

7. Arsip adalah rekaman kegiatan a tau peristiwa dalam 

berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan 

diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga 

pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi 

kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

8. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip 

dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke 

unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai 

guna, dan penyerahan arsip statis kepada Lembaga 

Kearsipan. 

9. Pencipta. Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian 

dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan ta.nggung 

jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis. 

10. Lembaga Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat LKD 

adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan 

di bidang perpustakaan dan kearsipan di Kota. Madiun. 

11. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang 

mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam 

penyelenggaraan kearsipan. 

12. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang 

mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua 

arsip yang berkaita.n dengan kegiatan pencipta.an arsip di 

lingkungannya. 
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13. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung 

dalarn kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka 

waktu tertentu. 

14. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi 

dan/ atau terus menerus. 

15. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya 

telah menurun. 

16. Arsip Vital adalah arsip yang keberadaanya merupakan 

persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta 

arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila 

rusak atau hilang. 

17. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip 

karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis 

retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah 

diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung 

oleh Lembaga Kearsipan Daerah. 

18. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA, adalah 

daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu 

penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang 

berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis ars1p 

dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang 

dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan 

penyelamatan arsip. 

19. Pemindahan Arsip adalah kegiatan memindahkan arsip 

inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan berdasarkan 

jadwal retensi arsip lembaga pencipta. 

20. Pemusnahan Arsip adalah kegiatan memusnahkan arsip 

inaktif yang tidak memiliki nilai guna, telah habis masa 

retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan 

jadwal retensi arsip, tidak ada peraturan undang-undang 

yang melarang, dan tidak berkaitan dengan penyelesaian 

proses suatu perkara. 

21. Penilaian Arsip adalah proses menentukan masa simpan dan 

nasib akhir arsip dilihat dari aspek fungsi dan substansi 

informasinya, serta karakteristik fisik/ nilai intrinsiknya yang 

dilakukan melalui langkah-langkah teknis pengaturan secara 

sistematis dalarn unit-unit informasi. 
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22. Penyerahan Arsip Sta.tis adalah proses penyerahan ars1p 

statis perangkat daerah, organisasi politik, organisasi 

kemasyarakatan, lembaga pendidikan, dan perusahaan yang 

memperoleh anggaran daerah dan/atau bantuan luar negeri 

kepada Lembaga Kearsipan Daerah. 

BABU 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal2 

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi 

Pencipta Arsip dalam melaksanakan kegiatan Penyusutan Arsip. 

BAB ID 

RUANO LINGKUP 

Pasa13 

Penyusutan Arsip dilakukan oleh Pencipta Arsip berdasarkan 

JRA. 

Pasa14 

Penyusutan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 

meliputi: 

a. pemindahan Arsip Inaktif dari unit Kearsipan; 

b. pemusnahan Arsip yang telah habis retensinya dan tidak 

memiliki nilai guna dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; dan 

c. penyerahan Arsip Sta.tis oleh Pencipta Arsip kepada LKD. 

( 1) Pemindahan 

BABIV 

PEMINDAHAN ARSIP 

Pasal 5 

Arsip Inaktif dilaksanakan 

memperhatikan bentuk dan media arsip. 

dengan 

(2) Pemindahan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat 

( 1) dilaksanakan melalui kegiatan: 

a. penyeleksian Arsip Inaktif; 

b. pembuatan daftar Arsip Inaktif yang akan dipindahkan; 

dan 
c. penataan Arsip Inaktifyang akan dipindahkan. 
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Pasal6 

( l) Pelaksanaan kegiatan pemindahan Arsip lnaktif sebagaimana 

biasa dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan sesuai dengan 

prosedur pemindahan Arsip Inaktif. 

(2) Ketentuan mengenai prosedur pemindahan Arsip Inaktif 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini. 

BABV 

PEMUSNAHAN ARSIP 

Pasal 7 

( 1) Pemusnahan Arsip menjadi tanggung jawab pimpinan 

Pencipta Arsip. 

(2) Pemusnahan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan terhadap Arsip: 

a. tidak memiliki nilai guna; 

b. telah habis retensinya dan berketerangan dimusnahkan 

berdasarkan JRA; 

c. tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang; 

dan 

d. tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara. 

(3) Dal.am hal Arsip belum memenuhi semua ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), retensinya ditentukan 

kembali oleh pimpinan Pencipta Arsip. 

Pasal8 

Prosedur Pemusnahan Arsip berlaku ketentuan sebagai berikut: 

a. pembentukan parutia penilai Arsip; 

b. penyeleksian Arsip; 

c. pembuatan daftar Arsip usul musnah oleh Arsiparis di Unit 

Kearsipan; 

d. penilaian oleh parutia penilai Arsip; 

e. permintaan persetujuan dari pirnpinan Pencipta Arsip; 

f. penetapan Arsip yang akan dimusnahkan; dan 

g. pelaksanaan Pemusnahan Arsip. 
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Pasal9 

( 1) Pelaksanaan kegiatan Pemusnahan Arsip sebagaimana 

dimaksud Pasal 8 dilakukan sesuai dengan prosedur 

Pemusnahan Arsip. 

(2) Ketentuan mengenai teknik Pemusnahan Arsip sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( l) sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran Peraturan Walikota ini. 

BAB VI 

PENYERAHAN ARSIP STATIS 

Pasal 10 

Penyerahan Arsip Statis oleh Pencipta Arsip kepada LKD 

dilakukan terhadap Arsip yang: 

a. memiliki nilai guna kesejarahan; 

b . telah habis retensinya; dan/ atau 

c . berketerangan dipermanenkan sesuai JRA Pencipta Arsip. 

Pasal 11 

Prosedur Penyerahan Arsip Statis dilaksanakan sebagai berikut: 

a . penyeleksian dan pembuatan daftar Arsip usu.I serah oleh 

Arsiparis di Unit Kearsipan; 

b . penilaian oleh panitia penilai Arsip terhadap Arsip usu.I serah; 

c. pemberitahuan akan menyerahkan Arsip Statis oleh 

pimpinan Pencipta Arsip kepada LKD sesuai wilayah 

kewenangannya disertai dengan pernyataan dari punpman 

Pencipta Arsip bahwa Arsip yang diserahkan autentik, 

terpercaya, utuh, dan dapat digunakan; 

d. verifik.asi dan persetujuan dari kepala LKD sesuai wilayah 

kewenangannya; 

e. penetapan Arsip yang akan diserahk.an oleh pimpinan 

Pencipta Arsip; dan 

f. pelaksanaan serah terima Arsip Statis oleh pimpinan Pencipta 

Arsip kepada Kepala LKD dengan disertai Serita Acara dan 

daftar Arsip yang akan diserahk.an. 
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Pasal 12 

{ 1) Pelaksanaan kegiatan Penyerahan Arsip Statis sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 11 dilalrukan sesuai dengan prosedur 

Penyerahan Arsip Statis. 

(2) Ketentuan mengenai prosedur Penyerahan Arsip Statis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran Peraturan W alikota ini. 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 13 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan W alikota ini dengan penempatannya dalam Berita 

Daerah Kota Madiun. 

Diundangkan di Madiun 
padatanggal 30 Desember 2021 

ttd 

Ir. SOEKO DWI HANDIART01 M.T .. 
Pembina Utama lluda 

NIP 19670416 199303 0 15 

BERITA DAERAH KOTA MADIUN 
TAHUN 2021 NOMOR 86/G 

Ditetapkan di Madiun 
pada tanggal 30 Desember 2021 

WALIKOTA MADIUN, 

ttd 

Drs. H. MAIDI , SH, MM, M.Pd. 

Salinan sesuai dengan aslinya 
a.n. WALIKOTA MADIUN 

ria Daerah 



LAMPIRAN: PERATURAN WALIKOTA MADIUN 
NOMOR : 86 TAHUN 2021 
TANGGAL: 30 Desember 2021 

I. PEMINDAHAN ARSIP INAKTIF 

Kegiatan Pemindahan Arsip Inaktif meliputi kegiatan: 

A. PENYELEKSIAN ARSIP INAKTIF 

1. Penyeleksian Arsip Inaktif dilakukan melalui JRA dengan cara 

melihat pada kolom retensi aktif. 

2. Dalam hal retensi Arsip aktifnya telah habis atau terlampaw, maka 

Arsip tersebut telah memasuki masa inaktif atau frekuensi 

penggunaan Arsip yang telah menurun (ditandai dengan 

penggunaan kurang dari 5 (lima) kali dalam setahun). 

B. PENATAAN ARSIP INAKTIF 

1. Penataan Arsip Inaktif dilakukan berdasarkan asas asal-usul dan 

asas aturan asli: 

a) asas "asal-usul" adalah asas yang dilakukan untuk menjaga 

Arsip tetap terkelola dalam satu kesatuan Pencipta Arsip 

(provenance), tidak dicampur dengan Arsip yang berasal dari 

Pencipta Arsip lain, sehingga Arsip dapat melekat pada konteks 

penciptaannya; 

b) asas "aturan asli" adalah asas yang dilakukan untuk menjaga 

Arsip tetap ditata sesuai dengan pengaturan aslinya (original 

orderj atau sesuai dengan pengaturan ketika Arsip masih 

digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Pencipta Arsip. 

2. Penataan Arsip Inaktif pada Unit Pengolah/Unit Kerja 

dilaksanakan melalw kegiatan: 

a) pengaturan fisik Arsip; 

b) pengolahan informasi Arsip; dan 

c) penyusunan daftar Arsip Inaktif. 

3. Penataan Arsip Inaktif yang dipindahkan ke dalam boks, dengan 

rincian kegiatan: 

a) menata folder/ berkas yang berisi Arsip Inaktif yang akan 

dipindahkan yang diurutkan berdasarkan nomor urut daftar 

Arsip Inaktif yang dipindahkan; 

b) menyimpan dan memasukkan folder/berkas Arsip Inaktif ke 

dalam boks Arsip; dan 
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c) memberi label boks Arsip, dengan keterangan: nomor boks, 

nama Unit Pengolah, nomor urut Arsip, dan tahun penciptaan 

Arsip. 

4. Penataan Arsip lnaktif dan pembuatan daftar Arsip Inaktif menjadi 

tanggungjawab Kepala Unit Pengolah/Unit Kerja 

C. PEMBUATAN DAFTAR ARSIP INAKTIF 

NO 

1. Pencipta Arsip menyusun daftar Arsip lnaktif yang dipindahkan dan 

ditandatangani oleh pimpinan Unit Pengolah/Unit Kerja selaku 

yang memindahkan Arsip dan Unit Kearsipan di lingkungan 

Pencipta Arsip selaku penerima Arsip atau pejabat yang diberi 

kewenangan. 

2 . Daftar Arsip lnaktif yang dipindahkan sekurang-kurangnya 

memuat: 

a) Pencipta Arsip; 

b) Unit Pengolah; 

c) nomor Arsip; 

d) kode klasifikasi Arsip; 

e) uraian informasi Arsip; 

f) kurun waktu; 

g) jumlah; 

h) tingkat perkembangan; 

i) nomor boks; dan 

j) keterangan. 

Contoh: 

DAFTAR ARSIP INAKTIF YANG DIPINDAHKAN 

PENCIPfA ARSIP 

PENGOLAH 

KODE 
KLASIFIKASI 

URAIAN 
INFORMASI 

KURUN TINGKAT NO. 
JUMLAH PERKEMBANGAN BOKS KETERANGAN 

ARSIP ARSIP ARSIP 
WAKTU 

(1) (2) (3) 

Yang memindahkan 

(Unit Pengolah) 
Nama Jabatan 

ttd 
nama terang 

NlP 

(4) (5) (6) 

Yang menenma 

(Unit Kearsipan) 
Nama Jabatan 

ttd 
nama terang 

NlP 

(7) (8) 



Petunjuk Pengisian: 

(1) Nomor 
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(2) Kode Klasifikasi Arsip 

(3) Uraian Informasi Arsip 

(4) Ku.run Waktu 

(5) Jumlah 

(6) Tingkat Perkembangan 

(7) Nomor Boks 

(8) Keterangan 

: Berisi nomor urut jenis Arsip 

: Berisi tanda pengenal Arsip yang 

dapat membedakan antara 

masalah yang satu dengan 

masalah yang lain 

: Berisi uraian informasi Arsip 

: Berisi tahun terciptanya Arsip 

: Berisi jumlah Arsip dalam setiap 

jenis Arsip 

: Berisi tingkat perkembangan Arsip 

(asli/ copy/ tembusan). Bila terdiri 

dari beberapa tingkat 

perkembangan 

seluruhnya 

dicantumkan 

: Berisi nomor yang memuat lokasi 

pada boks berapa jenis Arsip 

disimpan 

: Berisi kekhususan Arsip (kertas 

rapuh/berkas tidak lengkap/ 

lampiran tidak ada) 

3. Berita Acara Pemindahan Arsip sekurang-kurangnya memuat 

waktu pelaksanaan, tempat, jenis arsip yang dipindahkan, jumlah 

arsip, pelaksana dan penandatanganan oleh pimpinan Unit 

Pengolah dan/atau Kearsipan. 

Contoh: 

BERITA ACARA PEMINDAHAN ARSIP 
Nomor: ...... .. ... . .. . .. . 

Pada hari ini ..... .. ... . . tanggal ....... .. bulan ..... ...... tahun .... . . . ... . yang 
bertanda tangan dibawah ini, berdasarkan Jadwal Retensi Arsip dan penilaian 
kembali arsip telah melaksanakan pemindahan Arsip .... ..... sebanyak ........... . 
tercantum dalam Daftar Arsip yang dipindahkan sebagaimana terlampir. 

Serita acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan PARA PIHAK menerima satu 
rangkap yang mempunyai kekuatan hukum sama. 

PIHAK YANG MEMINDAHKAN 
Jabatan*) 

ttd 
Nama tanpa gelar**) 

NIP 

Dibuat di ..... (tempat), .... (tanggal) 

PIHAK YANG MENERIMA 
Jabatan*) 

ttd 
Nama tanpa gelar**) 

NIP 
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